PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG3
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 5 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBATASAN TERHADAP PENCETAKAN, PENERBI TAN, PENGUMUVAN,
PENYAMPAI AN, PENYlI MPANAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN DAN ATAU
PENEMPELAN TULI SAN- TULI SAN BERUPA APAPUN JUGA, LUKI SAN- LUKI SAN
KLI SE- KLI SE DAN GAMBAR- GAMBAR YANG MENGENAI PELAKSANAAN
PENETAPAN PRESI DEN NO 7 TAHUN 1959 DAN
PERATURAN PRESI DEN NO 13 TAHUN 1960

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A SELAKU PENGUASA
PERANG TERTI NG3

Meni nbang:

bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan unum perlu
nmengadakan peraturan tentang penbatasan terhadap pencetakan
pener bi t an, pengununan, penyanpai an, penyi nmpanan, penyebar an,
per dagangan dan/ atau penenpel an tulisan-tulisan berupa apapun juga,
| uki san-1 uki san, klise-klise dan ganbar-ganbar yang nengena
pel aksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan
Presiden No. 13 tahun 1960;

Mengi ngat :

1. Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan
No. 3 tahun 1960;

2. Pasal 13 ber hubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

Menmut uskan:

Menet apkan :

Peraturan tentang Penbatasan Terhadap Pencetakan, Penerbitan

Pengununan, Penyanpai an, Penyi npanan, Penyebar an, Per dagangan
dan/atau penenpelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, | ukisan-
| uki san, klise-klise dan ganbar-ganbar yang nengenai pel aksanaan
penet apan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13
t ahun 1960.

Pasal 1.

Mel arang pencetakan, penerbitan, pengunuman, penyanpai an,
penyi npanan, penyebaran, perdagangan dan/atau penenpel an tulisan-
tulisan berupa apapun juga, |ukisan-lukisan, klise-klise dan
ganbar - ganbar yang nengenai pel aksanaan Penetapan Presiden No. 7
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 149)dan Peraturan
Presiden No. 13 tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 No. 79) yang
dengan nmaksud untuk atau setidak-tidaknya dapat diduga akan
di ket ahui ol eh unum
a. yang tidak bersunber pada Presiden/para Menteri/Staf Penguasa

Perang Tertinggi/Badan Penbina dan Pengendalian Fungsi

Per s/ Penguasa Keadaan Bahaya Daerah/Kepala Daerah Tingkat |

dan |1/ Kepal a-kepal a i nstansi Departenen Penerangan di Daer ah,



at au

b. tanpa nendapat ijin terlebih dahulu dari Badan Penbina dan
Pengendal i an Fungsi Pers, untuk yang tidak bersunber pada
pej abat - pej abat tersebut huruf a.

Pasal 2.

Bar angsi apa nel akukan perbuatan yang dil arang dal am ket ent uan
yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan sel ana-| amanya
satu tahun atau denda setinggi-tingginya |inma puluh ribu rupiah.

Pasal 3.

Ti ndak- pi dana yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 139) adal ah termasuk pel anggar an.

Pasal 4.
Bar ang- barang yang digunakan dalam tindak-pidana yang

di mksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini dapat diranpas dan/atau
di musnahkan.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung
dal am keadaan darurat sipil, keadaan darurat mliter dan keadaan
per ang.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya
setiap orang dapat nengetahuinya, nmeneri nt ahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penenpatan dalam Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Agustus 1960.
Presi den/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan
Perang sel aku Penguasa Perang Terti nggi

SCEKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 1960.
Menteri Kehaki man,

SAHARDI O



Kut i pan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sumber : LN 1960/ 88



